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TENTANG 

 
PENETAPAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA)  

BELANJA HIBAH PEMILU KEPALA DAERAH  DAN WAKIL KEPALA DAERAH   
SEBELUM PENETAPAN PERDA TENTANG APBD  

TAHUN ANGGARAN 2008 
  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
WALIKOTA  BEKASI,    

Menimbang     :  a. bahwa sehubungan dengan Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2008 belum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah 
terdapat pengeluaran Belanja Hibah Pemilu Kepala daerah dan 
Wakil Kepala Daerah yang harus dilakukan untuk suksesnya 
pelaksanaan Pilkada Kota Bekasi;  

b. bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan 
Belanja Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Bagi 
Daerah yang belum menetapkan Peraturan Daerah tentang APBD 
tahun anggaran berkenaan, dapat menetapkan DPA-SKPD 
dengan Peraturan Kepala Daerah sebagai dasar pengeluaran 
belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang 
APBD tahun anggaran berkenaan; 
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, maka 
penetapan dokumen pelaksanaan anggaran belanja hibah pemilu 
Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah sebelum penetapan 
Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2008 perlu ditetapkan 
dengan Peraturan Walikota. 

 
Mengingat       : 1.  Undang-Undang   Nomor   9  Tahun   1996     tentang  

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun  1996 Nomor 111, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 3663); 

2.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

4.  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 

6.  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7.  Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2008; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;  

12.Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD 
Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 
10 Seri D); 

13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang 
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Tahun 2007 Nomor 4 Seri A). 

 
Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang 

Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah. 

  
M E M U T U S K A N : 

 
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BEKASI TENTANG PENETAPAN 

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) BELANJA HIBAH 
PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 
SEBELUM PENETAPAN PERDA TENTANG APBD  TAHUN 
ANGGARAN 2008. 

   
Pasal 1 

  
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 
 
1. Daerah adalah Kota Bekasi; 
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintah Daerah; 

3. Walikota adalah Walikota Bekasi; 
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4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi; 

5. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung 
selanjutnya disebut Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu 
untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam 
Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan 
Peraturan Daerah tentang APBD; 

6. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Bekasi tentang Penetapan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah sebelum Penetapan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2008; 

7. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran kas daerah yang menjadi beban daerah 
dalam periode anggaran tertentu; 

8. Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah belanja 
yang dianggarkan dalam APBD diberikan kepada KPU Kab/Kota dan Panwaslu 
Kab/Kota untuk digunakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah 
dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah; 

9. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Kab/Kota 
adalah penyelenggara Pemilu di Kabupaten/Kota; 

10. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwaslu 
Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota untuk 
mengawasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di 
Kabupaten/Kota; 

11. Pedoman penyusunan APBD adalah pedoman penyusunan APBD sebagaimana 
diatur dalam Permendagri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan 
APBD Tahun Anggaran 2008. 

 
Pasal  2 

 
Rincian dokumen pelaksanaan anggaran belanja hibah pemilu kepala daerah dan wakil 
kepala daerah, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini. 
 
 

 
Pasal  3 

  
Penggunaan anggaran belanja sebagaimana Pasal 2 di atas perlu diterbitkan Surat 
Penyediaan Dana (SPD) sebagai dasar pencairan anggaran belanja dimaksud.  
 
 

Pasal  4 
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Pencairan anggaran belanja tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.  
 
 

Pasal  5 
 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini 
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi. 

 
Ditetapkan  di    Bekasi 
pada  tanggal 3 Januari    
322111393'r0208 

 
    WALIKOTA  BEKASI 

 
 

Ttd/Cap 
 
 
     AKHMAD ZURFAIH 

 
Diundangkan  di  Bekasi 
pada  tanggal     3 Januari 2008 
 
SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI 
 
                       
 
        TJANDRA UTAMA EFFENDI  
             Pembina Utama Muda  
                NIP. 010 081 186 
 
BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2008  NOMOR            SERI   

 


